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ABSTRAK 

 

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu 

terhadap seorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Konvensi Hak Anak hadir guna 

memberikan perlindungan terhadap anak khusus nya pada tindak kekerasan. Beberapa 

Negara termasuk salah satunya Indonesia turut serta dalam meratifikasi Konvensi tersebut 

melalui Kepres No. 36 tahun 1990 lalu diperkuat melalui UU No. 23 tahun 2002. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat bagaimana 

implementasi dari Konvensi Hak Anak di Indonesia khusus nya dalam menangani tindak 

kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan Melalui Konsep Implementasi 

Rezim Internasional yang menyebutkan bahwa Implementasi suatu rezim dapat dilihat dari 

tiga dimensi yakni International Law, National Law, dan Administrative Act.Melalui 

dimensi tersebut maka dapat dilihat jawaban dari penelitian ini yakni pengimplementasian 

Konvnesi melalui beberapa UU, PERDA, Serta program-program penunjang lain nya. 

Kata Kunci : Kekerasan Pada Anak, UNCRC, Indonesia, Sumatera Selatan 
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ABSTRACT 

 

Violence against children is an act committed by an individual against a person 

who has not reached the age of 18 years. The Convention on the Rights of the Child exists 

to provide protection for children, especially in acts of violence. Several countries 

including Indonesia participated in ratifying the Convention through Presidential Decree 

No. 36 of 1990 and then strengthened through Law no. 23 of 2002. This study uses a 

descriptive qualitative method by looking at the implementation of the Convention on the 

Rights of the Child in Indonesia, especially in dealing with acts of violence against 

children in South Sumatra. Through the concept of International Regime Implementation 

which states that the implementation of a regime can be seen from three dimensions, which 

are International Law, National Law, and Administrative Act. Through these dimensions, it 

can be seen that the answer from this research is the implementation of the convention 

through several laws, regional regulations, and other supporting programs. 

Key Word : Violence Against Children, UNCRC, Indonesia, Sumatera Selatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Hak asasi manusia merupakan ketentuan-ketentuan moral atau norma-norma, yang 

mendeskripsikan standar tertentu dari perilaku manusia, serta dilindungi sebagai hak-hak 

hukum dalam hukum internasional dan kota(Nickel & Zalta, 2003). Tidak hanya orang 

dewasa anak juga memliki harkat dan martabat serta hak asasinya sebagai manusia yang 

telah diakui oleh masyakarat dunia dan juga sebagai dasar atas terciptanya keadilan, 

kemerdekaan dan perdamaian dunia(Uthama, 2016).  

Dalam perjalanan menuju dewasanya, anak memerlukan perlindungan serta 

prioritas, baik fisik maupun mental termasuk juga didalamnya perawatan, perlindungan 

hukum, perlindungan sosial baik ketika sebelum lahir maupun setelah lahir 

kedunia(Uthama, 2016). Namun apa yang di harapkan berbanding terbalik dengan keadaan 

sesungguhnya di masyarakat. Malah justru kekerasan terhadap anak telah menjadi suatu 

bahan pembicaraan yang menjadi pusat perhatian. Kekerasan pada anak dapat terjadi 

kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, tak pandang bulu baik di desa maupun 

kota, lingkungan masyarakat maupun keluarga terdekat. Lembaga sekolah dan beberapa 

lembaga pendidikan lainnya pun kerap menjadi tempat berlangsungnya tindak kekerasan 

pada anak. Tidak hanya kekerasan, namun juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi lainnya 

yang mewarnai potret kehidupan bangsa. Ironi, tapi ini lah yang terjadi pada masyarakat 

kita.  

Poteret Kekerasan pada anak juga terjadi di Negara-negara lain, tidak hanya 

Indonesia. Baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Dampak yang 

ditimbulkannya pun beragam mulai dari cidera, disabilitas, sampai meninggal dunia. Salah 
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satu penyebab maraknya tindak kekerasan yang dialami anak-anak di dunia ialah, Negara 

yang dinilai gagal dalam menerapkan kebijakan srategi yang sebelumnya telah dibuat guna 

melindungi anak-anak. Padahal, hampir semua Negara dunia atau sekitar 88 persennya 

sudah mempunyai undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan. Akan tetapi hanya sekitar 47 persen Negara yang mengaku telah 

mengimplementasikan undang-undang atau pun menegakkan hukum terkait dengan 

perlindungan anak(Newswire, 2020). Di sebutkan bahwa sekitar 40.150 anak dengan usia 

0-17 tahun di dunia mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Dengan jumlah anak 

laki-laki sebanyak 28.160 dan anak perempuan 11.190 (World Helath Organization, 2020). 

Paska berakhirnya perang dunia I menjadi awal mula adanya gagasan terkait 

dengan hak anak, hal ini bisa dikatakan sebagai dampak dari banyaknya anak-anak yang 

menderita karena bencana peperangan tersebut. Hal lain yang mendorong liga bangsa-

bangsa pada saat itu ialah banyaknya anak-anak yang terpaksa menjadi yatim piatu, akibat 

dari peperangan. Ide hak anak ini awal mula nya terbentuk karena adanya suatu gerakan 

yang dibuat oleh para aktivis perempuan, sebagai bentuk unjuk rasa dan mengharapkan 

belas kasihan publik terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam perang tersebut. 

Gerakan yang di canangkan oleh para aktivis tersebut, salah satunya ialah Eglantyne Jebb 

menetapkan beberapa pernyataan tentang hak anak, yang kemudian gerakan tersebut 

membuahkan hasil dengan di adopsinya deklarasi hak anak oleh Save The Children Fund 

International Union pada tahun 1923. Satu tahun setelahnya , deklarasi hak anak tersebut 

resmi diadopsi secara internasional oleh liga bangsa-bangsa, atau di kenal dengan deklarasi 

jenewa (Lestari R. , 2017).  

Tiga puluh lima tahun setelah deklarasi hak anak resmi di adopsi oleh liga bangsa-

bangsa, tepat nya pada tahun 1959 majelis umum liga bangsa-bangsa yang pada saat itu 

telah berganti nama menjadi perserikatan bangsa-bangsa secara resmi kembali mengadopsi 



17 

 

deklarasi kedua dari hak anak. Sementara itu draft konvensi hak anak mulai dikerjakan 

oleh komisi hak asasi manusia kelompok PBB (Lestari R. , 2017).  

Baru lah setelah itu, pada 20 November 1989 majelis umum perserikatan bangsa-

bangsa secara resmi mengesahkan Konvensi hak anak (Convention on The Rights of The 

Chils). Konvensi hak anak ini ialah suatu perangkat yang menyusun prinsip-prinsip 

universal serta norma hukum terkait dengan kedudukan anak, salah satu nya ialah 

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terdapat pada Pasal 19 Konvensi 

Tersebut. Oleh sebab itu, konvensi hak anak ini dapat dikatakan sebagai perjanjian 

internasional terkait dengan hak asasi manusia, yang mana hak-hak tersebut diantaranya 

ialah hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak politik. Hampir seluruh Negara di dunia 

meratifikasi konvensi ini, kecuali amerika serikat dan Somalia (Prinst, Hukum Anak 

Indonesia, 2003). 

Secara umum kekerasan diartikan sebagai suatu prilaku yang dilakukan oleh 

individu terhadap individu lain nya yang menyebabkan gangguan pada fisik maupun 

mental korban. Individu yang dimaksuddisini ialah seseorang anak yang berada pada usia 

dibawah 18 tahun. Jadi, kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seorang individu terhadap seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun 

yang berakibat pada terganggu nya kondisi mental maupun fisik sang anak(Utami, 

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa 

Tenggara Barat, 2018). 

Dalam sebuah laporan konsultasi mengenai Child Abuse Prevention di Genewa 29-

30 Maret 1999, WHO mengusulkan suatu definisi umum mengani kekerasan terhadap 

anak, yakni ; Penderaan ataupun perlakuan yang dinilai salah terhadap anak, mencakup 

semua bentuk perbuatan fisik, emosional, penelantaran, eksploitasi, serta seksual yang di 

lakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kepercayaan serta 
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kekuasaan yang berdampak buruk pada potensial atau nyata terhadap kesehatan, 

perkembangan, serta kemampuannya untuk bertahan hidup, dan harga diri anak tersebut 

(World Health Organizatioon, 2020).  

Dari definisi yang telah di sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa betapa 

buruknya dampak yang ditimbulkan atas tindak kekerasan terhadap anak, maka dari itu 

setiap orang tua baik kandung maupun pengganti, keluarga dekat, pemerintah atau siapa 

pun yang memiliki hati nurani wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia 

melalui UU NO. 35 tahun 2014 atas perubaha terhadap UU No. 23 tahun 2002, secara 

spesifik menyampaikan bahwa segala tindak kekerasan, penyiksaan, ancaman dengan 

kekerasan, sengketa persenjataan, melibatkan anak dalam kegiatan politik, kerusuhan 

sosial, mengambil serta menjual organ tubuh, kegiatan seks komersial serta tindak tidak 

berprikemanusian lainnya, maka pelaku akan diancaman hukuman serta dikenakan 

denda(JDIH BPK RI). 

Kekerasan atau penganiayaan terhadap anak terbagi menjadi tiga kategori, yakni, 

Kekerasan Fisik, yang dimaksud disini ialah segala bentuk pukulan yang dilakukan oleh 

orang tua maupun orang terdekat lain nya terhadap anak. Bentuk penyiksaan tersebut dapat 

berupa, tendangan, cubitan, pukulan, membakar, menyulut dengan rokok serta tindakan-

tindakan lain yang dapat membahayakan anak.Kekerasan emosional atau penyiksaan 

emosi, yang berarti segala tindakan atau perbuatan yang meremehkan orang lain. Biasa nya 

kekerasan emosional yang paling sering terjadi pada anak ialah, hinaan, ancaman, 

penolakan, dipermalukan di depan umum, serta mengabaikan anak.Dan Kekerasan seksual, 

yang merupakan segala bentuk paksaan untuk berhubungan seksual dengan tujuan 

tertentu(Huraerah, 2007). 

Di Indonesia sendiri hampir setiap hari beredar kabar di media cetak, elektronik 

maupun sosial media yang menyebarkan kejadian kekerasan terhadap anak , pelakunya pun 
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beragam mulai dari orang terdekat sampai orang tak terduga sekalipun.Dalam merespon 

beberapa kasus yang merampas hak anak bangsa, Indonesia ikut serta dalam ratifikasi 

Konvensi hak anak pada tahun 1990 berdasarkan kepada keputusan presiden nomor 36 

tahun 1996. Maka dengan diratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia harus patuh 

terhadap ketentuan-ketentua internasional dalam perlindungan Anak. Guna menguatkan 

kembali ratifikasi tersebut Indonesia menetapkan UU No 23 tahun 2002 terkait dengan 

perlindungan anak, termasuk juga didalam nya perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada sekitar tiga puluh 

satu hak-hak anak yang wajib ditangguhkan oleh Negara, yang mana dikelompokkan lagi 

menjadi sekitar lima kelompok, diantara nya ialah kelompok perlindungan khusus yang 

ditujukan kepada anak-anak korban kekerasan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, 

serta anak-anak korban perdagangan (Widodo, et al., 2014).  

Berdasarkan data yang di dapat melalui bank data perlindungan anak yang 

diterbitkan oleh KPAI. Penulis menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 tindak 

kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami fluktuasi di setiap tahun nya dan 

lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yakni dengan 787 kasus yang 

terlapor(KPAI R.N, 2021).  

Hal tersebut menghadirkan dua sudut pandang, yang pertama bahwa apakah Negara 

dapat dinilai gagal dalam mengimplementasikan konvensi tersebut, mengingat lonjakan 

kasus yang terjadi di setiap tahun nya, meskipun tidak sebanyak di tahun-tahun 

sebelumnya. dan yang kedua ialah patut di syukuri bahwa sudah ada keberanian dari 

masyrakat untuk melaporkan para pelaku, yang selama ini biasanya korban lebih memilih 

bungkam dengan berbagai macam alasan maka tidak untuk beberapa tahun terakhir, 

tentunya hal ini juga di dorong oleh sistem pelaporan yang ada pada lembaga-lembaga 

perlindungan anak yang telah menyebar di berbagai daerah. Hal ini tentu saja akan 
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mempermudah jalan pemerintah untuk menyusun rencanakedepan nya guna menghapus 

segala bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia.  

Kasus kekerasan yang menimpa Anak-anak juga terjadi di Sumatera Selatan yang 

merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan terletak di bagian Selatan pulau 

Sumatera.Berdasarkan data yang penulis input dari dinas pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak provinsi sumatera selatan, angka kekerasan pada anak sepanjang tahun 

2017-2020 sebanyak 1.283 kasus terlapor, yang mana pada tahun 2017 terjadi sekitar 458 

kasus terlapor, 2018 sekitar 392 kasus terlapor, 2019 193 kasus terlapor, dan 2020 sekitar 

240 kasus terlapor. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 

empat tahun terakhir peningkatan kasus kekerasan terhadap anak hanya terjadi pada tahun 

2020. Hal tersebut tentu nya tak lepas dari upaya Pemerintah Sumsel dalam 

mengimplementasikan Konvensi Hak anak yang sebelum nya telah diratifikasi Indonesia 

melalui Kepres No 36 tahun 1996 dan diperkuat kembali dengan UU No. 23 tahun 2002.  

Dengan melihat angka kekerasan pada anak di sumatera selatan sepanjang tahun 

2017-2020 cukup stabil, yakni tiga tahu mengalami penurunan, dan kenaikan hanya terjadi 

pada tahun 2020 saja, maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana Implementasi 

Konvensi Hak Anak di Provinsi sumatera selatan khususnya dalam menanggulangi kasus 

kekerasan pada anak, yang mana sebelumnya Konvensi tersebut telah di ratifikasi oleh 

Indonesia pada tahun 1990 Kepres No. 36 tahun 1996. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis akan merumuskan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian 

ini, yaitu: Bagaimana Implementasi UNCRC dalam penanggulangan kekerasan 

terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan?. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pada pembahasan Implementasi UNCRC dalam 

penanggulangan kekerasan terhadap anak di provinsi sumatera selatan ialah : 

Untuk menganalisa dan melihat Bagaimana Implementasi UNCRC dalam penanggulangan 

kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang di harapkan penulis dari pada penelitian kali ini ialah, agar 

dapat menimbulkan manfaat bagi para pembaca dengan berdasarkan pada data-data yang 

kredibel dan relevan serta dapat menjadi acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah, suatu 

gambaran yang secara tidak langsung dapat mendeskripsikan bagaimana saat ini anak-anak 

korban kekerasan sangat membutuhkan perhatian khusus yang memebutuhkan pertolongan 

kita semua baik fisik maupun psikis mereka, serta untuk memperhitungkan lebih lanjut 

bagaimana efektivitas dari suatu konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah sebagai 

suatu upaya untuk membebaskan anak-anak dari belenggu para pelaku kekerasan. 
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